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ABSTRAK 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan kodifikasi hukum Islam 

yang bercorak ke-Indonesiaan diharapkan menjadi rujukan utama bagi petugas 

pelaksana di lingkungan Pengadilan Agama maupun Kementerian Agama. KHI 

disusun untuk mewujudkan kepastian hukum dan keseragaman dalam 

menyelesaikan permasalahan perkawinan waris dan sebagainya. Kantor Urusan 

Agama (KUA) merupakan instansi di bawah Kementerian agama yang 

diamanatkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tahun 1991 untuk 

menggunakan KHI sebagai pedoman pelaksanaan. Permasalahan yang timbul 

kemudian adalah ketentuan dalam KHI bagi sebagian pihak dianggap melenceng 

dari ketentuan Fikih, seperti halnya yang dibahas pada skripsi ini yaitu keabsahan 

anak hasil kawin hamil. Pada dasarnya KHI memperbolehkan adanya kawin 

hamil, namun mengenai kedudukan anak yang dilahirkan tidak ada ketentuan jelas 

yang mengaturnya. Bagi pihak yang merasa hal tersebut tidak sesuai dengan fikih 

yang diyakini, akan cenderung menggali hukum lain dalam fikih untuk 

menentukan kedudukan anak hasil dari kawin hamil. Hal ini yang terjadi di 

lingkungan KUA, dimana beberapa penghulu KUA masih merujuk pada 

ketentuan fikih daripada KHI.    

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif-

analitik yaitu menjelaskan dan menganalisis praktik penetapan wali nikah di KUA 

Kabupaten Bantul dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yaitu 

mempelajari fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat yang tampak aspek 

hukumnya untuk mengetahui bagaimana keberlakuan hukum di masyarakat. 

Hasil temuan dalam penelitian ini meliputi: pertama, Sembilan KUA 

Kecamatan yang menjadi lokasi penelitian didapati perbedaan pelayanan terhadap 

anak hasil kawin hamil. Diantaranya adalah KUA yang menggunakan rujukan 

KHI yang memutuskan wali nasab bagi anak hasil kawin hamil yaitu KUA 

Kasihan, Pandak, Srandakan, dan Bantul. Selanjutnya adalah KUA yang merujuk 

pada fikih klasik yang memutuskan dengan wali hakim, yaitu KUA Jetis dan 

Imogiri. Dan terakhir adalah kelompok KUA yang menggunakan kebijakan 

kompromi sesuai dengan keinginan wali nasabnya, yaitu KUA Pajangan dan 

Pundong. Kedua, pertimbangan dari KUA yang menggunakan pedoman KHI 

adalah melaksanakan tugas sesuai peraturan yang berlaku, sedangkan bagi KUA 

yang menggunakan fikih mempertimbangkan keabsahan nikah secara agama, dan 

bagi KUA yang menetapkan dengan pilihan wali nasab merupakan bentuk kehati-

hatian dari KUA. Ketiga, faktor yang mempengaruhi perbedaan dari KUA adalah 

latar belakang pendidikan dari pegawai KUA, dimana pegawai yang pernah 

mendalami fikih di pesantren cenderung berat untuk meninggalkan fikih. Faktor 

yang kedua adalah kondisi masyarakat dari setiap kecamatan. Masyarakat yang 

masih kental memegang fikih dan di daerahnya terdapat pesantren lebih 

cenderung menganut fikih klasik dari pada KHI. 

Kata Kunci: wali hakim, wali nasab, KHI, fikih, anak hasil zina. 
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"tingginya derajat pemuda tergantung pada 
keyakinannya. 

Setiap orang yang tidak mempunyai keyakinan, maka ia 
tidak akan berguna" 

 

 

(Nadzam al-Imrithy) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 
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Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 
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A. Konsonan Tunggal 

 

Huruf Arab 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Keterangan 

 

 ا

 ة

 ت

 ث

 ج

 ح

 خ

 د

 ذ

 ز

 ش

 س

 ش

 

Alif 

Bā‟ 

Tā‟ 

Ṡā‟ 

Jīm 

Ḥā‟ 

Khā‟ 

Dāl 

Żāl 

Rā‟ 

zai 

sīn 

syīn 

 

Tidak dilambangkan 

b 

t 

ṡ 

j 

ḥ 

kh 

d 

ż 

r 

z 

s 

sy 

 

Tidak dilambangkan 

be 

te 

es (dengan titik di atas) 

je 

ha (dengan titik di bawah) 

ka dan ha 

de 

zet (dengan titik di atas) 

er 

zet 

es 

es dan ye 
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 ص

 ض

 ط
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 ع

 غ

 ف

 ق

 ك

 ل

 و
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 و

 هـ

 ء

 ي

ṣād 
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ẓȧ‟ 

„ain 

gain 

fā‟ 

qāf 

kāf 

lām 

mīm 

nūn 

wāw 

hā‟ 

hamzah 

yā‟ 

ṣ 

ḍ 

ṭ 

ẓ 

„ 

g 

f 

q 

k 

l 

m 

n 

w 

h 

` 

Y 

es (dengan titik di bawah) 

de (dengan titik di bawah) 

te (dengan titik di bawah) 

zet (dengan titik di bawah) 

koma terbalik di atas 

ge 

ef 

qi 

ka 

el 

em 

en 

w 

ha 

apostrof 

Ye 

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 

 يـتعددّة

 عدةّ

ditulis 

ditulis 

Muta‘addidah 

‘iddah 

 

C. Tā’ marbūṭah 
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Semua tā’ marbūtah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata 

tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh 

kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang 

sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya 

kecuali dikehendaki kata aslinya. 

 حكًة

 عهّـة

 كسايةالأونيبء

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ḥikmah 

‘illah 

karāmah al-auliyā’ 

 

D. Vokal Pendek dan Penerapannya 

----  َ --- 

----  َ --- 

----  َ --- 

Fatḥah 

Kasrah 

Ḍammah 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

A 

i 

u 

 

 فع م

 ذ كس

 ي رهت

Fatḥah 

Kasrah 

Ḍammah 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

fa‘ala 

żukira 

yażhabu 

 

E. Vokal Panjang 

1. fathah + alif 

 جبههـيّة

2. fathah + ya‟ mati  

ditulis 

ditulis 

ditulis 

Ā 

jāhiliyyah 

ā 
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نسى  ت ـ

3. Kasrah + ya‟ mati 

 كسيـى

4. Dammah + wawu mati 

 فسوض

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

tansā 

ī 

karīm 

ū 

furūḍ 

 

F. Vokal Rangkap 

1. fathah + ya‟ mati 

 ثـينكى

2. fathah + wawu mati  

 قول

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ai 

bainakum 

au 

qaul 

 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 أأنـتى

عدتّا ُ  

 نئنشكستـى

ditulis 

ditulis 

ditulis 

A’antum 

U‘iddat 

La’in syakartum 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf 

awal “al” 

 انقسأٌ

 انقيبس

ditulis 

ditulis 

Al-Qur’ān 

Al-Qiyās 
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2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis sesuai dengan huruf pertama 

Syamsiyyah tersebut 

 انسًّبء

 انشًّس

ditulis 

ditulis 

As-Samā’ 

Asy-Syams 

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisannya 

 ذوىبنفسوض

 أهم انسّـنةّ

ditulis 

ditulis 

Żawi al-furūḍ 

Ahl as-sunnah 
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KATA PENGANTAR 

الِبِيْن ,  ريِقْن  لِلطَّ ن  الطَّ ى أَوْضن ِ . انلََّّ نمِيْن ال بِ   العْن مْد   لِِِ  رن حِيِْ  انلحْن حْْننِ  الرَّ بِسْمِ  اللِ  الرَّ

مِ   الَْْحْكَن ائِرِ  الحِْكنِ  ون قِيْن , بِسن دِ  صن ائِرن  المْ  نصن ن  ب بنصََّ ـتَّقِيْن ,ون ةن   لِلمْ  ـادن عن نْْنجن  السَّ هَّلن  من سن ون

الل     ن  اِلََّّ اِلن أَشْهند   أَنْ  لَّن , ون اليْنقِيِْ انِ  ون حْسن
ِ
ارن  الَّْ انهـْون يمْاننِ  ون

ِ
ارن  اْلَّ َّه مْ  أَسْْن نَن يْنِ, ون فِ  الِ 

ادِق   وْل    الصَّ س  رن ه   ون دًا عن بْد  مَّ أَشْهند   اننَّ  مح  بِيْ   ون ق   المْ  لِ   الحْن يِـْكن  لن   المْن شَن ه   لَّن حْدن  ون

نعْد  . ا ب عْدِ  الَْْمِيْ    أَمَّ  الوْن
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan sebagai sarana dalam menyatukan dua insan dalam ikatan 

yang sah memerlukan beberapa persyaratan dan ketentuan yang wajib dipenuhi 

bagi para calon mempelai. Secara umum, syarat-syarat perkawinan yang dapat 

ditemukan dalam UU Perkawinan, antara lain: mendapatkan persetujuan dari 

kedua calon mempelai; mendapatkan izin dari kedua orangtua, izin dari wali 

apabila orangtua telah meninggal dunia, atau izin pengadilan bagi calon mempelai 

yang belum mencapai umur 21 tahun; usia minimal bagi yang akan 

melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki, dan 16 tahun bagi 

perempuan; bagi yang belum mencapai usia minimal dapat melaksanakan 

perkawinan setelah ada izin atau putusan dari pengadilan.
1
 Dalam istilah 

perkawinan Islam, ketentuan di atas biasa dikenal dengan syarat dan rukun nikah. 

secara khusus UU Perkawinan tidak mencantumkan tentang rukun dari 

perkawinan di dalamnya, hanya disebutkan sebagai syarat perkawinan saja. Rukun 

nikah kemudian lebih jelas diterangkan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang 

secara keseluruhan rukunnya berdasarkan pendapat dari fikih Mazhab Syafi'i,
2
 

                                                           
1
 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6-7.   

2
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia: antara fikih munakahat dan 

undang-undang perkawinan, cet. ke-5 (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 61.  
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yang meliputi: calon mempelai laki-laki; calon mempelai perempuan; wali dari 

mempelai perempuan; dua orang saksi; dan ijab qabul (sighot).
3
 

Dalam penelitian ini penyusun akan fokus pada pembahasan wali nikah 

bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Wali dalam perkawinan 

diartikan sebagai orang yang berhak menikahkan seorang wanita dengan seorang 

pria untuk menjadi suaminya.
4
 Seperti halnya yang termaktub dalam KHI bahwa: 

"wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon 

mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya".
5
 Sebuah perkawinan 

tanpa adanya kehadiran wali, maka dapat dipastikan perkawinan itu tidak sah. 

Dengan demikian, tidak sembarang orang dapat menjadi wali perkawinan, karena 

sebagai wali dirinya harus bertanggungjawab terhadap keabsahan akad 

perkawinan yang dilangsungkan.  

Adapun wali menurut pendapat dari para Ulama Mazhab yang empat, 

sepakat bahwa syarat orang dapat menjadi wali adalah beragama Islam, baligh, 

berakal sehat atau tidak gila atau sedang mabuk, hal lain di luar poin tersebut 

terdapat perbedaan pendapat dari para Imam Mazhab.
6
 Jumhur Ulama juga 

mempersyaratkan urutan orang yang berhak menjadi wali, yaitu selama masih ada 

orang yang berhak untuk menjadi wali, maka orang lain tidak dapat menikahkan. 

Seperti halnya ketika masih ada wali nasab, maka wali hakim tidak dapat menjadi 

wali. Demikian juga selama wali nasab yang lebih dekat (wali Aqrab) masih ada, 

                                                           
3
 Pasal 14.  

4
 Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam cet. ke 1 

(Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 61-62.  
5
 Lihat Pasal 19  

6
 Mohammad Asmawi, Nikah dalam Perbincangan dan Perdebatan (Yogyakarta: 

Darussalam, 2004), hlm. 66-67.   



3 

 

 
 

maka wali yang jauh (wali Ab’ad) tidak dapat bertindak sebagai wali.
7
 Peraturan 

Menteri Agama nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan 

menyebutkan bahwa, “dalam hal wali tidak dapat hadir pada saat akad, wali harus 

membuat surat taukil wali yang ditandatangani oleh wali, disaksikan oleh dua 

orang saksi dan diketahui oleh kepala KUA kecamatan”.
8
 Mengenai kedudukan 

dari wali nikah dalam UU Perkawinan dipersamakan dengan saksi, yaitu diatur 

pada pasal 26 Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan 

dapat dimintakan  pembatalannya bila dilakukan oleh wali nikah yang tidak sah.
9
 

Kantor Urusan Agama atau disebut (KUA) merupakan unit pelaksana 

teknis pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Berdasarkan tugas, 

fungsi dan kewenangan KUA dalam hal perkawinan, salah satunya adalah 

menetapkan wali nikah bagi calon mempelai yang hendak melakukan perkawinan. 

Prosedur dalam menetapkan wali oleh pihak KUA yaitu dengan melakukan 

pemeriksaan terhadap kedua calon mempelai dan wali dari mempelai wanita. 

KUA berwenang meneliti syarat-syarat perkawinan apakah telah terpenuhi dan 

tidak terdapat halangan menurut undang-undang, serta meneliti akta kelahiran 

calon mempelai, nama, agama, pekerjaan dan tempat tinggal orangtua calon 

mempelai dan kemudian menetapkan wali yang dapat menikahkan. Apabila dalam 

urutan perwalian masih ada wali nasab, maka akan ditetapkan dengan wali nasab, 

                                                           
7
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, hlm.78.  

8
 Pasal 11 ayat (5).  

9
 Pasal 26 Ayat 1“perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan 

yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua 

(2) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus keatas 

dari suami atau istri, jaksa, dan suami atau istri.” 
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namun jika dalam pemeriksaan tidak ada wali nasabnya atau terindikasi sebagai 

anak buah dari kawin hamil, maka akan ditetapkan dengan wali hakim.
10

  

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika berada 

dalam kondisi-kondisi tertentu, diantaranya seperti yang tersebut dalam pasal 12 

PMA nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan, bahwa anak 

perempuan yang tidak memiliki wali nasab maka dilaksanakan dengan wali 

hakim. Wali hakim sendiri baru dapat bertindak sebagai wali apabila: wali nasab 

tidak ada; wali tidak diketahui tempatnya; wali tidak dapat dihadirkan atau berada 

dalam tahanan dan tidak boleh ditemui; walinya enggan atau tidak bersedia 

menikahkan („adhal); walinya tidak beragama Islam.
11

 

Dari beberapa penelitian yang telah ada, bahwa penetapan wali nikah 

dengan wali hakim oleh KUA dalam memutuskan perwalian bagi anak perempuan 

hasil kawin hamil adalah dengan menggunakan dasar Surat Edaran Departemen 

Agama no. D/ED/PW.01/03/1992 tentang petunjuk pengisian formulir NTCR atau 

yang tercantum dalam buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah. Salah satu poin 

dalam surat edaran tersebut menjelaskan bahwa apabila ditemukan ketidakwajaran 

tentang tanggal kelahiran anak dengan tanggal perkawinan orangtuanya, seperti 

baru lima bulan menikah kemudian anak telah lahir, maka anak tersebut tergolong 

anak dari ibunya saja tidak bernasab dengan ayahnya.
12

 Keterangan dalam buku 

Pedoman Pegawai Pencatat Nikah ini tidak sejalan dengan ketentuan yang 

                                                           
10

 “Tugas Wewenang KUA,” www.rumahbangsa.net/2014/12 diakses 23 november 2018. 
11

  PMA Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan 
12

 Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, Bab III Teknik Pemeriksaan Wali dan Calon 

Mempelai ayat 1 hlm. 452. 

http://www.rumahbangsa.net/2014/12
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terdapat dalam UU Perkawinan di Indonesia, berdasarkan pasal 42 UU 

Perkawinan dan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: Anak yang 

sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Artinya 

ketika seorang anak dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak 

tersebut termasuk anak yang sah. Dari bunyi pasal tersebut menimbulkan 

perbedaan penafsiran tentang anak sah, sehingga terdapat dua pandangan hukum 

terhadap kedudukan dari anak yang dilahirkan namun dalam jangka waktu yang 

kurang dari masa enam bulan setelah adanya perkawinan, yaitu termasuk sebagai 

anak tidak sah apabila menurut ketentuan Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, 

sedangkan secara UU Perkawinan dan KHI anak tersebut diakui sebagai anak 

yang sah. 

Dari adanya problematika dualisme di atas, hal yang tidak dapat 

dikesampingkan dalam praktik perkawinan di Indonesia adalah masih maraknya 

praktik kawin siri atau perkawinan yang tidak melalui prosedur administratif atau 

tidak dicatatkan di KUA yang dilakukan dalam masyarakat. Menurut pandangan 

hukum Islam klasik, suatu ikatan perkawinan terjadi ketika telah memenuhi syarat 

dan rukun perkawinan Islam, adapun keharusan adanya pencatatan pernikahan 

merupakan syarat administratif perkawinan, dimana tidak terpenuhinya pencatatan 

akan berakibat pada keabsahan perkawinan menurut hukum Negara, bukan 

menurut agama.
13

 Sehingga status anak tidak sah yang dialamatkan pada anak 

yang lahir sebelum genap enam bulan pasca pencatatan perkawinan orangtuanya 

                                                           
13

 Asep Saepudin Jahar dkk., Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis: kajian perundang-

undangan Indonesia, fikih dan hukum internasional (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.25.  
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masih dapat diperdebatkan, karena masih terdapat kemungkinan bahwa anak 

dilahirkan dari ikatan yang sah menurut agama (kawin siri).
14

  

Dari kasus yang ditemukan di lapangan, dalam praktik penetapan wali 

nikah didapati KUA yang menetapkan wali hakim sebagai wali nikah bagi anak 

yang lahir kurang dari enam bulan masa perkawinan. Keputusan tersebut 

berdasarkan kurang sempurnanya masa kehamilan ibu ketika mengandung si anak 

perempuan, ditinjau dari tanggal kelahiran anak dalam akta kelahiran dengan 

tanggal menikah orangtua yang hanya berjarak kurang dari enam bulan, sehingga 

anak tersebut tidak dapat dinasabkan dengan ayahnya (wali nasab). Penetapan 

wali hakim oleh salah satu KUA tersebut kemudian ditolak oleh pihak keluarga 

(wali nasab) karena merasa berhak untuk menikahkan anak perempuannya, 

dasarnya adalah telah melakukan kawin siri sebelum dicatatkan. Jalan keluar yang 

diambil kemudian adalah membatalkan pendaftaran nikah di KUA tersebut, dan 

selanjutnya meminta surat rekomendasi untuk melangsungkan pencatatan 

perkawinan di wilayah KUA lain. Hasilnya, di KUA kedua ini si anak 

mendapatkan hak perwaliannya, yaitu dinikahkan oleh ayahnya sendiri atau 

dengan wali nasab. 

Adanya dua kebijakan yang bertolak belakang antara kedua instansi KUA 

ini menimbulkan tidak adanya kepastian hukum yang diterapkan dalam tubuh 

                                                           
14

 Berdasarkan isi putusan MK nomor 46 tahun 2010 yang menetapkan kedudukan anak 

luar nikah yang menimbulkan konsekuensi adanya hubungan nasab dengan bapak biologisnya; 

adanya hak dan kewajiban antara anak luar nikah dan bapak biologisnya, baik dalam bentuk 

nafkah, waris dan lain sebagainya. Lihat juga dalam Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang 

kedudukan anak hasil zina dan perlakuannya, memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan 

anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang 

sah menurut ketentuan agama, dan merupakan jarimah (tindak pidana kejahatan).  
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KUA. Sehingga perbedaan kebijakan antar KUA dapat digunakan oleh calon 

mempelai yang merasa dirugikan untuk memilih kebijakan yang dianggap sesuai. 

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana dengan praktik penetapan 

wali nikah bagi anak yang terindikasi buah dari kawin hamil, seperti kelahiran 

yang hanya berjarak enam bulan saja atau lebih dari perkawinan orangtua, karena 

walaupun anak dilahirkan lebih dari enam bulan, akan tetapi pembuahannya telah 

dilakukan sebelum akad nikah, maka kedudukannya tetap sebagai anak zina. 

Berawal dari adanya kasus di atas, melatarbelakangi penyusun dalam penyusunan 

karya ilmiah ini, yaitu untuk mengetahui praktik penetapan wali nikah bagi anak 

perempuan hasil dari kawin hamil khususnya yang dipraktikkan di KUA 

Kabupaten Bantul. Berdasarkan hal di atas, maka penyusun tertarik untuk meneliti 

dan mengkaji lebih dalam sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul 

“praktik penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil (studi di 

Kantor Urusan Agama Kabupaten Bantul)”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana praktik penetapan wali nikah oleh KUA di Kabupaten Bantul 

bagi anak  perempuan dari hasil kawin hamil? 

2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan KUA dalam memberikan penetapan 

wali nikah bagi anak yang lahir kurang dari enam bulan maupun bagi anak 

perempuan yang terindikasi hasil kawin hamil? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Untuk mengetahui  praktik penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil 

kawin hamil di setiap KUA wilayah Kabupaten Bantul; 
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2. Untuk mengetahui faktor dan landasan penetapan wali nikah oleh KUA yang 

menimbulkan perbedaan pendapat dalam penetapan wali bagi anak yang 

dilahirkan kurang dari enam bulan masa perkawinan maupun anak 

perempuan yang terindikasi hasil dari kawin hamil oleh pihak KUA di 

Kabupaten Bantul. 

Adapun kegunaan dari penelitian ini yang diharapkan adalah:  

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemikiran bidang 

hukum Islam,  khususnya dalam bidang fikih munakahat yang berlaku di 

Indonesia; 

2. Sebagai kajian mengenai penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil 

kawin hamil di KUA agar kalangan akademisi maupun masyarakat dapat 

memahami tentang keputusan yang diberikan oleh pihak instansi KUA; 

3. Mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai masalah penetapan wali 

nikah. 

D. Telaah Pustaka 

Penyusun dalam melakukan penelitian fokus untuk mendalami bagaimana 

praktik penetapan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil atau anak perempuan 

pertama yang lahir dalam jangka waktu kurang dari enam bulan setelah akad 

nikah orangtuanya yang dilaksanakan di KUA wilayah Kabupaten Bantul. 

Perbedaan pemahaman dari pihak petugas pencatat nikah mengenai kedudukan 

atau status hukum dari anak yang lahir kurang dari enam bulan mengakibatkan 

perbedaan kebijakan atau pelayanan yang diberikan terkait dengan wali nikah. Di 
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Kabupaten Bantul sendiri terdapat 17 KUA yang tersebar di masing-masing 

kecamatan.  

Sejauh yang dapat ditelusuri, hingga disusunnya penelitian ini sudah ada 

beberapa penelitian serta banyak tulisan yang membahas tema yang sama dengan 

penelitian ini, oleh karena itu akan disampaikan beberapa karya tulis atau 

penelitian sebelumnya yang dapat menjadi acuan akademik dalam penelitian ini. 

Dari studi pustaka yang telah dilakukan, penyusun mengelompokkan hasil telaah 

tersebut dalam pengkategorian antara penelitian yang bersifat normatif dan 

empiris. 

Untuk penelitian yang bersifat normatif, seperti halnya karya ilmiah dari 

Hani Masya Sabila
15

 yang di dalam skripsinya menganalisis ketentuan pasal 100 

dari KHI
16

 tentang anak luar kawin. Status hukum kenasaban dari anak luar kawin 

tersebut yang kemudian dianalisis menggunakan perspektif hukum Islam dan 

dicari implikasinya yang berkaitan dengan akta kelahiran. Hasil dari penelitian ini 

menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam dianggap 

memiliki ambiguitas makna, karena belum ada keseragaman pengertian dari para 

tokoh hukum mengenai anak luar perkawinan. Mengenai akta kelahiran anak luar 

kawin, dipengaruhi dari status perkawinan orang tuanya, dimana penentuan status 

nasab seorang anak dalam akta kelahiran lebih ditentukan oleh formalitas bentuk 

pernikahan orang tuanya. Selanjutnya, yang juga bersifat normatif dari Itmamul 

                                                           
15

 Hani Masya Sabila,“Analisis Pasal 100 KHI tentang Nasab Anak Luar Perkawinan & 

Implikasinya Terhadap Akta Kelahiran dalam Perspektif Hukum Islam” Skripsi fakultas Syariah 

dan Hukum UIN Sunan Walisongo (2017). 
16

 Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya 

mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”  
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Wafaa Samudra
17

 yang menggali pendapat dari Imam Ahmad bin Hambal tentang 

nasab dari seorang anak hasil kawin hamil terhadap ayah biologisnya. Dari 

penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perkawinan dari wanita yang hamil baik 

itu dengan lelaki yang menghamili maupun lelaki lain tidak disahkan, karena 

wanita yang telah hamil sebelum akad nikah harus menyelesaikan terlebih dahulu 

iddahnya atas anak hasil berhubungan yang sedang dikandung, baru 

diperbolehkan menikah, adapun garis nasab anak kawin hamil tersebut tidak dapat 

disambungkan dengan nasab dari ayahnya. 

Selain jenis penelitian yang bersifat normatif di atas, penyusun lebih 

banyak menemukan karya ilmiah dengan jenis penelitian yang bersifat empiris 

karena permasalahan utama dari macam-macam penelitian anak hasil kawin hamil 

ini bersinggungan langsung dengan praktik yang ada dalam masyarakat. Dari jenis 

penelitian empiris ini didapati penelitian yang fokus pada studi di satu tempat 

penelitian, namun juga terdapat penelitian yang studinya di dua atau lebih lokasi 

penelitian yang biasanya jenis penelitian berupa perbandingan atau komparasi 

antar satu lokasi dengan lokasi yang lain.  

Beberapa karya ilmiah yang menggunakan penelitian jenis empiris disatu 

lokasi penelitian diantaranya dari Adhika Rahman Nugroho
18

 yang melakukan 

penelitian tentang penetapan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 

enam bulan di KUA Kecamatan Banjarsari, Surakarta yang menggunakan wali 

                                                           
17

 Itmamul Wafaa Samudra, “Studi Terhadap Pendapat Imam Ahmad Bin Hambal tentang 

Hubungan Nasab Anak atas Ayah Biologisnya,” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan 

Kalijaga (2015). 
18

 Adhika Rahman Nugroho, “Pelaksanaan Penentuan Wali Nikah bagi Perempuan yang 

Lahir Kurang dari Enam Bulan (Studi Kasus di KUA Kec. Banjarsari Kota Surakarta),”Skripsi 

Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari‟ah IAIN Salatiga (2018). 
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Hakim dengan dasar Fikih. Dalam tesisnya Haima Najachatul Mukarromah 

menunjukkan praktik perwalian anak luar nikah di KUA Selogiri yang dianalisis 

berdasarkan pada al-Qur‟an, Hadis, dan Ijma‟ serta adanya pengakuan dari ibu 

dengan metode pendekatan yuridis-normatif;
19

 Kemudian skripsi dari Muslikhah 

yang menunjukan beberapa faktor yang mendasari terjadinya praktik pernikahan 

dengan wali hakim di KUA Mantrijeron yaitu: wali „adal, wali beda agama, adam 

wali, wali mafqud, wali dalam keadaan masyafatul qasri, dan wali udzur.
20

 

Selanjutnya Ahmad Priyanto dalam penelitian skripsinya menganalisa praktik 

penetapan wali hakim di KUA Merakurak yang ditinjau dari ketentuan dari 

Peraturan Menteri Agama no. 30 tahun 2015 tentang wali hakim dimana 

implementasinya dianggap belum sesuai dengan peraturan tersebut.
21

 

 Perbandingan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada lokasi 

dan pendekatan yang digunakan, pada dasarnya fokus dari penelitian sama-sama 

menyoroti terkait praktik wali nikah di KUA yaitu untuk mencari dasar hukum 

apa yang digunakan KUA dalam menetapkan wali nikah anak hasil kawin hamil.  

Adapun penelitian yang dilakukan penyusun, yaitu untuk memahami bagaimana 

praktik selama ini tentang penetapan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil yang 

terjadi di KUA Kecamatan di Kabupaten Bantul.     

                                                           
19

 Haima Najachatul Mukarromah, “Proses Pelaksanaan Perwalian Anak Luar Nikah 

Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di KUA Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri”, 

Tesis, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2015). 
20

 Muslikhah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Wali 

Hakim (studi KUA Mantrijeron tahun 2007-2010),” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN 

Sunan Kalijaga(2011). 
21

 Ahmad Priyanto, “Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 

Tentang Wali Hakim (Studi KUA kecamatan merakurak Kabupaten Tuban),” Skripsi Fakultas 

Syari‟ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2016). 
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Penelitian empiris yang menggunakan beberapa lokasi penelitian sebagai 

bahan studinya dilakukan oleh Afif Muamar yang membandingkan kebijakan 

penetapan wali nikah anak perempuan hasil kawin hamil antara KUA Sewon 

dengan KUA Kotagede. Adapun hasil penelitian ini didapati bahwa penetapan 

wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari kawin hamil di KUA Sewon 

dengan menggunakan wali hakim, akan tetapi berbeda dengan KUA Kotagede 

yang menggunakan wali nasab.
22

 Hal serupa juga dilakukan oleh Khatimatus 

Sa‟adah dalam tesisnya yang melakukan studi komparasi dengan cakupan yang 

lebih luas, yaitu membandingkan praktik penetapan wali hakim bagi anak hasil 

kawin hamil antara KUA di Purworejo dengan wali hakimnya dengan KUA di 

Yogyakarta yang tetap menggunakan wali nasab.
23

 

Dari beberapa penelitian di atas, sejauh penelusuran dari penyusun belum 

ditemukan penelitian atau kajian yang memfokuskan pembahasannya pada praktik 

penetapan wali nikah bagi anak perempuan dari kawin hamil khususnya yang 

kurang dari enam bulan masa perkawinan orangtuanya yang terjadi di wilayah 

KUA Kabupaten Bantul, meskipun dalam skripsi Afif Muamar di atas lokasi 

penelitiannya berada di KUA Sewon yang merupakan salah satu dari 17 KUA di 

Kabupaten Bantul. 

Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini akan fokus membahas 

tentang praktik penetapan wali nikah bagi anak perempuan yang terindikasi hasil 

                                                           
22

 Afif Muamar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim bagi Anak 

Perempuan yang Lahir dari Perkawinan Hamil (Studi Komparasi Di KUA Sewon dan KUA 

Kotagede),” Skripsi fakultas Syari‟ah UIN Sunan Kalijaga (2009). 
23

 Khatimatus Sa‟adah, “Penetapan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil (Perbandingan 

KUA Kabupaten purworejo dan KUA yogyakarta),” Tesis Program Studi Magister Hukum Islam 

UIN Sunan Kalijaga (2017).   
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kawin hamil baik itu yang lahir kurang dari enam bulan masa perkawinan ataupun 

lebih dengan menganalisa dan memahami setiap pandangan dari KUA di setiap 

wilayah di Kabupaten Bantul. Hasilnya nanti akan diketahui bagaimana 

interpretasi & implementasi dari masing-masing KUA dalam menetapkan wali 

nikah dan kemudian dapat diambil suatu kesimpulan demi terciptanya suatu 

kepastian hukum tentang perkawinan di Indonesia. 

E. Kerangka Teoretik 

1. Teori Kepastian Hukum 

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan 

ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum memiliki sifat paksaan atau 

berupa sanksi dari pihak penguasa sebagai penegak hukum, serta sifat dari 

aturannya (undang-undang) yang berlaku bagi siapa saja. Kepastian hukum pada 

prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga Negara dari 

kekuasaan yang sewenang-wenang. Dalam rangka menciptakan dan menjaga 

kepastian hukum, peran pemerintah dan lembaga peradilan sangatlah penting. 

Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh 

undang-undang atau yang bertentangan dengan undang-undang lainnya. Kepastian 

hukum tidak hanya yang berkaitan dengan Negara saja, namun lebih jauh lagi 

adalah perlindungan hukum dari tindakan kesewenang-wenangan pihak lain.
24

 

Bagi Peter Mahmud Marzuki, bahwa kepastian hukum memiliki arti yaitu: (a) 

adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa 

                                                           
24

 I Nyoman Sujana, Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektif Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm.29-
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saja yang boleh atau dilarang dilakukan; (b) dengan adanya aturan tersebut 

individu mendapatkan perlindungan dari kesewenangan pemerintah karena 

individu telah mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan Negara 

terhadap individu. Wujud dari kepastian hukum tidak terbatas dengan adanya 

undang-undang saja, tetapi adanya konsistensi dalam putusan hakim atau penegak 

hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
25

 Dalam konteks ini teori 

ini berguna untuk mengupas inkonsistensi pihak KUA dalam menetapkan wali 

nikah bagi anak hasil kawin hamil, baik itu yang lahir dibawah enam bulan 

perkawinan ataupun lebih. 

2. Teori Otoritas rasionalitas 

Hukum mempunyai arti penting bagi kekuasaan karena hukum dapat 

berperan sebagai sarana legislasi bagi kekuasaan formal lembaga Negara, unit 

pemerintahan, pejabat Negara dan pemerintah. Legislasi kekuasaan dilakukan 

melalui penetapan landasan hukum bagi kekuasaan melalui aturan positif.
26

 

Otoritas dalam pengertian Max Webber seperti yang dikutip oleh SF Marbun 

mempunyai arti suatu kekuasaan yang dilembagakan atau diabsahkan (legitimasi), 

yaitu bentuk kekuasaan atau kewenangan yang dapat diterima oleh pengikutnya 

yang dilakukan dengan penetapan perintah-perintah atau aturan. Otoritas 

merupakan sifat dan dasar wewenang yang menentukan bagi penguasa untuk 

melaksanakan kekuasaannya. Dalam teori Max Webber, otoritas digolongkan 

                                                           
25

 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 158.  
26

 Arif hidayat, “Dialektika Fungsional Antara Hukum dan Otoritas kekuasaan Negara,” 

Jurnal MMH  Jilid 42, No. 4 (Oktober 2013), hlm. 568-567. 
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menjadi beberapa bagian, yaitu tipe otoritas tradisional, kharismatik dan 

rasional.
27

 

Dalam konteks ini, tipe yang sesuai dengan kewenangan KUA dalam 

menentukan wali nikah adalah otoritas rasional. Tipe ini didasarkan atas 

keyakinan yang bersifat legalitas atau formal yang disandarkan pada sistem 

hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sistem hukum agar berlaku efektif dalam 

masyarakat maka harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat seperti 

agama atau adat-istiadat. Ciri khas dari otoritas ini adalah adanya persetujuan 

dalam penetapan setiap hukum secara formal dan sadar. Karena hal demikian, 

maka setiap kegiatan dalam otoritas legal ini merupakan suatu tindakan resmi 

yang kontinyu dan terikat oleh aturan-aturan, dan wewenang dan tugas dibatasi 

secara lugas dan jelas.
28

  

Dalam penetapan wali nikah, KUA sebagai pelaksana teknis dibawah 

Kementerian Agama mendapatkan tugas dan wewenang yang diatur dan dibatasi 

dengan peraturan yang berlaku. Kaitannya dengan perbedaan penetapan wali 

nikah dalam kasus anak yang terindikasi hasil kawin hamil oleh beberapa pihak 

KUA didasari oleh dua pandangan hukum, yaitu menggunakan ketentuan dalam 

KHI atau UU Perkawinan untuk menentukan wali nasab, dan menggunakan 

pedoman pencatat perkawinan ataupun fikih klasik untuk menetapkan dengan wali 

hakim.  

                                                           
27

 SF. Marbun, “Pemerintahan berdasarkan kekuasaan dan otoritas,” Jurnal Hukum, No. 

6, Vol. 3 (1996), hlm. 33-35.  
28

 Ibid.  
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3. Teori Konflik Otoritas 

Kata konflik dapat diartikan dengan makna negatif, netral dan positif. 

Dalam pengertian negatif, konflik dikaitkan dengan sifat-sifat animalistik, 

kebuasan, kekerasan, barbarisme, perusakan, penghancuran, irasionalisme, tanpa 

kontrol, emosional dan lain sebagainya. Dalam pengertian positif, konflik 

dihubungkan dengan dengan peristiwa petualangan, tantangan, hal-hal baru, 

inovasi, pembersihan, pembenahan, pemurnian, pembaharuan, penerangan batin, 

kreasi, pertumbuhan, perkembangan, rasionalitas, mawas diri, perubahan, dan 

seterusnya. Sedangkan dalam pengertian yang netral, konflik diartikan sebagai 

akibat biasa dari keanekaragaman individu manusia dengan sifat-sifat yang 

berbeda, dengan kepentingan dan tujuan hidup yang tidak sama pula. Dalam 

pandangan klasik, konflik dianggap sebagai hal yang tidak memberi keuntungan 

dan harus dihindari. Sedangkan pandangan kontemporer memiliki asumsi bahwa 

konflik dapat berakibat baik maupun buruk. Pandangan ini berpendapat bahwa 

konflik itu baik dan harus didorong agar tetap ada karena konflik merupakan 

kompetisi untuk mendapatkan penghargaan. Konflik dapat diselesaikan dengan 

cara pengenalan sebab dan pemecahan masalah.
29

 

Wirawan dalam bukunya menyebutkan bahwa Konflik adalah sebagai 

perbedaan persepsi mengenai kepentingan terjadi ketika tidak terlihat adanya 

alternatif. Selama masih ada perbedaan tersebut, konflik tidak dapat dihindari dan 

                                                           
29

 Ani yunigsih,”Implementasi Komunikasi Organisasi dalam Manajemen 

Konflik”,Jurnal Seminar Nasional Penelitian dan PKM: Sosial, Ekonomi,dan Humaniora Vol.2 

No.1, (2011), hlm.197.  
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selalu akan terjadi karena masing-masing pihak menginginkan hal yang dapat 

memuaskan aspirasi kedua belah pihak.
30

 Lebih lanjut lagi, wirawan menyebutkan 

bahwa konflik sering kali merupakan salah satu strategi dari para pemimpin untuk 

melakukan perubahan. Jika tidak dapat dilakukan secara damai, perubahan 

diupayakan dengan menciptakan konflik. Pemimpin menggunakan faktor-faktor 

yang dapat menimbulkan konflik untuk menggerakan perubahan. Akan tetapi, 

konflik juga dapat terjadi secara alami karena adanya kondisi obyektif yang dapat 

menimbulkan terjadinya konflik,
31

 misalnya adalah tujuan yang berbeda dari para 

pihak, komunikasi yang tidak baik, beragam karakteristik sosial, pribadi orang dan 

kebutuhan para pihak. 

Pada pembahasan sebelumnya telah diuraikan mengenai teori otoritas atau 

kewenangan yang erat kaitannya dengan tugas dan kewenangan dari KUA. 

Sebagai petugas pelaksana dari Kementerian Agama, KUA harus dapat 

menjalankan tupoksinya sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada praktiknya, 

masih banyak pegawai KUA yang dalam menerapkan kebijakannya 

berseberangan atau tidak berdasarkan peraturan yang berlaku. Sebagai contoh 

adalah dalam hal penetapan wali nikah bagi anak yang lahir kurang dari enam 

bulan, sebagian KUA masih enggan menggunakan dasar hukum positif seperti 

halnya KHI dalam menyelesaikan masalah ini, namun lebih condong 

menggunakan aturan fikih yang selama ini dipahaminya, dalam hal ini KUA 

melakukan Istinbath hukum untuk mencari solusi dari permasalahan anak lahir 

                                                           
30

 Wirawan, Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi dan Penelitian (Jakarta: 

Salemba, 2010), hlm. 1. 
31

 Ibid., hlm. 7-13.  
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kurang dari enam bulan, karena KHI dianggap belum cukup sebagai landasan atau 

bahkan dianggap tidak sesuai dengan fikih. Tidak adanya ketentuan yang jelas dan 

juga kesepakatan mengenai kedudukan anak hasil kawin hamil memicu berbagai 

macam penafsiran dari petugas KUA, karena beragamnya latar belakang 

pengetahuan serta kefanatikan terhadap rujukan yang menjadi pedoman.
32

  

Hal semacam ini menempatkan KUA tidak lagi dalam kategori otoritas 

rasional, namun lebih condong pada Otoritas Tradisional. Tipe dari otoritas ini 

merupakan bentuk kewenangan yang terdapat pada seorang pemimpin yang 

didasarkan bentuk kepatuhan terhadap pribadi sebagai tuan atau dapat dikatakan 

bahwa hubungan dalam otoritas ini lebih bersifat sebagai “tuan” dan “hamba”.
33

 

Para pengikut dalam kategori otoritas ini terhadap pemimpinnya secara otomatis 

akan mengikuti dan patuh terhadap otoritas yang dibuat. Walaupun aturan-aturan 

yang dibuat oleh pemimpin tersebut tidak sesuai dengan keinginan dan harapan, 

namun mereka tetap akan menghormati atau bahkan melaksanakan aturan-aturan 

tersebut meskipun dengan rasa terpaksa.
34

 

4. Teori Modernisasi Hukum 

Modernisasi pada umumnya terjadi pada Negara-negara yang berkembang, 

yang merupakan suatu perubahan yang menuju kepada kemajuan dan kematangan 

yang memiliki corak khusus yang dapat diamati dari luar. Ciri-ciri yang dapat 

ditemukan dari adanya modernisasi seperti halnya urbanisasi, sekularisasi, 

                                                           
32

 Nurjihad, “Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: Studi Kasus CLD Kompilasi 

Hukum Islam”, Jurnal Hukum Vol. 11 No. 27 (September, 2004), hlm. 109. 
33

 SF. Marbun, “Pemerintahan berdasarkan kekuasaan dan otoritas”, hlm. 35.  
34

 http://blog.unnes.ac.id/efvinurhidayah/2017/12/03/teori-otoritas-max-weber/ diakses 7 

Mei 2019.  
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demokratisasi, dan hak asasi manusia. Modernisasi bagi Marion J. Levy seperti 

yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo bahwa “ukuran tingkat modernitas suatu 

masyarakat ditentukan oleh seberapa jauh masyarakat menggunakan sumber daya 

tak bernyawa dan seberapa jauh usaha yang dilakukan untuk melipatkan 

pemanfaatannya melalui penciptaan alat-alat yang diperlukan, atau dengan kata 

lain, perkembangan dalam masyarakat yang menuju pada pemanfaatan sumber 

daya tak bernyawa yang semakin meningkat”.
35

  

Pembangunan dan perubahan dalam berbagai hal bagi suatu Negara 

berkembang memiliki konsekuensi bagi eksistensi hukum yang harus mampu 

mengakomodir perkembangan masyarakat. Menurut Marc Galanter dalam 

bukunya Soerjono Soekanto
36

, menyebutkan beberapa indikator dari hukum yang 

modern, diantaranya: Sistem hukum terdiri dari peraturan-peraturan yang 

seragam, baik substansi maupun implementasinya; Sistem hukum bersifat 

transaksional atau hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang tidak 

dipengaruhi oleh faktor usia, kelas, agama, ataupun gender; Bersifat universal atau 

dapat dilaksanakan secara umum; Adanya hierarki peraturan yang tegas; 

Birokratis; Rasional; Pelaksanaan terdiri dari orang yang berpengalaman; Sistem 

mudah diubah untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat; 

Lembaga-lembaga pelaksana dan penegak hukum adalah lembaga kenegaraan; 

Pembedaan yang tegas antara tugas-tugas eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 

                                                           
35

 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta 

Pengalaman-Pengalaman di Indonesia (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 172  
36

 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: rajawali pers, 2014), hlm. 
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Konsep hukum modern yang diusung Galanter tersebut apabila ditinjau 

dari karakteristik hukum di Indonesia tidak sepenuhnya dapat dijalankan, hal ini 

disebabkan karena beragamnya budaya, ras maupun agama. Sistem hukum yang 

selama ini berjalan juga tidak seluruhnya berlaku untuk nasional, untuk semua 

warga Negara, terdapat beberapa aturan yang memberikan kualifikasi tertentu 

terhadap suatu daerah atau agama tertentu. Misalnya adalah ketentuan bagi warga 

Negara beragama Islam yang isinya tidak dapat diberlakukan bagi warga Negara 

beragama lain. Sebagai jalan tengahnya adalah seperti pendapatnya Charles 

Samprod yang memiliki pandangan bahwa hukum modern adalah hukum yang 

substansinya sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Apabila hukum 

diserap dari nilai dalam masyarakat atau tidak bertentangan dengan nilai filosofis 

yang diyakini masyarakat, maka hukum akan berlaku secara efektif. Sebaliknya, 

hukum yang tidak sesuai sengan masyarakat akan memicu adanya pelanggaran 

dan pertentangan masyarakat terhadap penguasa.
37

  

Khusus dalam penelitian ini, pembaharuan atau modernisasi hukum Islam 

khusunya tentang perkawinan dianggap perlu dilakukan mengingat kurangnya 

konsistensi dari penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Dibentuknya 

Undang-undang Perkawinan di Indonesia, merupakan sebuah awal dari adanya 

unifikasi atau keseragaman norma yang menjadi dasar dalam pelaksanan 

perkawinan bagi seluruh golongan masyarakat. Melalui regulasi ini, maka 

perkawinan di Indonesia merupakan lembaga mulia yang tidak boleh dijadikan 

                                                           
37

 Nasarudin Umar, “Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif KeIndonesiaan, Integrasi 

Sistem Hukum Agama dan Sistem Hukum Nasional,” Jurnal Walisongo, Vol. 22 (Mei 2014), hlm.  
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sarana untuk penyelundupan hukum, yaitu menggunakan lembaga perkawinan 

untuk tujuan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan fitrah perkawinan itu sendiri.
38

  

Lebih lanjut lagi, untuk memfasilitasi warga Negara yang beragama Islam 

persoalan perkawinan kemudian diatur secara khusus dalam Kompilasi Hukum 

Islam (KHI). Keberadaan KHI ini merupakan bentuk kodifikasi dari hukum Islam 

(Fikih) yang diharapkan dapat menjadi pegangan bagi para hakim di lingkungan 

Pengadilan Agama, mengingat bahwa hukum Islam yang diimplementasikan di 

Pengadilan Agama banyak memiliki perbedaan dalam memahami dan 

menafsirkannya. Dampaknya adalah adanya perbedaan ataupun kesimpangsiuaran 

dalam putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim di Pengadilan Agama terhadap 

suatu permasalahan yang sama. Dengan adanya KHI, maka implementasi hukum 

Islam baik itu di lingkungan Pengadilan Agama ataupun instansi lain seperti KUA 

diharapkan dapat menciptakan suatu kepastian hukum.
39

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu 

penelitian yang dilakukan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dalam 

perundang-undangan dengan praktik di lapangan menggunakan data primer. 

Adapun dalam usaha mendapatkan data primer dilakukan dengan terjun langsung 

                                                           
38

 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum & HAM RI, Perkawinan 

Beda Agama dan Implikasinya (ttp.: Kompendium Bidang Hukum Perkawinan, 2011), hlm.1-2.  
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ke lapangan (instansi KUA) dengan melakukan observasi dan wawancara secara 

langsung kepada KUA di Kabupaten Bantul. 

2. Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu mendeskripsikan apa saja 

yang menjadi latarbelakang dalam penetapan wali nikah bagi anak perempuan 

hasil kawin hamil, yaitu yang dilahirkan kurang dari enam bulan masa pernikahan 

orangtuanya, dan anak yang dilahirkan lebih dari enam bulan namun terindikasi 

hasil kawin hamil di KUA Kabupaten Bantul. Data tersebut kemudian dianalisa 

untuk dapat mengetahui dasar pertimbangan KUA dalam menetapkan perwalian 

sehingga dapat ditarik suatu relevansi. 

3. Pendekatan  

Pendekatan dalam penelitian ini adalah Sosiologi Hukum atau mengenai 

setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam suatu masyarakat, dalam hal ini 

penetapan wali nikah oleh pihak KUA. Pendekatan sosiologi hukum merupakan 

suatu cabang ilmu yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum 

yang dapat diketahui dengan mempelajari fenomena sosial yang terjadi dalam 

masyarakat yang tampak aspek hukumnya. 

4. Teknik pengumpulan data 

Teknik dalam mengumpulkan data yang terkait dengan penelitian ini 

adalah dengan mengobservasi atau mengamati proses penetapan wali nikah bagi 

anak hasil kawin hamil di setiap KUA yang diteliti. Adapun di Kabupaten Bantul 

sendiri terdapat 17 kecamatan atau instansi KUA, sehingga dalam pengambilan 

data penyusun terlebih dahulu melakukan mini-riset yang kemudian hasilnya akan 
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menjadi pegangan dalam pengelompokkan masing-masing KUA, yaitu KUA yang 

memiliki kebijakan penetapan dengan wali hakim dan wali nasab. Dari kedua 

kelompok tersebut akan dipilih beberapa sample untuk dilakukan wawancara 

secara mendalam tentang penetapan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil.  

Pada tahap ini ditentukan sumber data primer dan sumber data sekunder, 

yaitu: 

a. Sumber data primer  

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara kepada 

pegawai dan kepala KUA di Kabupaten Bantul, serta hasil observasi terhadap data 

yang terdapat pada bagian administrasi pendaftaran perkawinan terkait proses 

penetapan wali nikah untuk anak hasil kawin hamil baik yang dilahirkan kurang 

dari enam bulan masa pernikahan orangtuanya atau lebih di KUA Kabupaten 

Bantul.  

b. Sumber data sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain yang berfungsi 

sebagai data pendukung, yaitu seperti: peraturan perundang-undangan, buku-buku 

hukum, karya tulis ilmiah, penelitian hukum terkait wali nikah, dan website yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

5. Analisis Data 

Data yang diperoleh pada saat penelitian kemudian akan diperiksa 

kelengkapannya dan dipisahkan menjadi kelompok-kelompok kecil sesuai dengan 

klasifikasi. Dari hasil wawancara akan diperoleh jawaban yang kemudian siap 

untuk dianalisa dengan metode kualitatif, yaitu dengan lebih mempertajam analisa 
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dengan memahami kualitas dari data yang diperoleh. Kemudian dibahas secara 

mendalam mengenai praktik dan pertimbangan KUA di Kabupaten Bantul dalam 

penetapan wali nikah dikaitkan dengan teori-teori hukum ataupun undang-undang 

kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan metode berfikir induktif. 

G. Sistematika Pembahasan 

 Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal, maka dalam penelitian 

ini penulisannya dilakukan secara runtut dan sistematis. Maka disusun sistematika 

skripsi ini dalam lima bab. 

 Bab pertama dalam karya ilmiah ini berisi pendahuluan yang di dalamnya 

menerangkan tentang latar belakang masalah yang merupakan gambaran dari 

kegelisahan akademik dari penyusun mengenai praktik di lapangan, kemudian 

secara berurutan tentang rumusan masalah dari objek penelitian, tujuan dan 

kegunaan dari penelitian, telaah pustaka yang digunakan untuk membandingkan 

penelitian ini dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, kerangka teoretik 

yang akan digunakan untuk menganalisis masalah yang diteliti, kemudian metode 

penelitian yang terdiri dari pendekatan, jenis, sifat, teknik pengumpulan data dan 

metode analisis data yang digunakan, dan terakhir adalah sistematika pembahasan 

yang menggambarkan alur dalam penyusunan skripsi. Bab pertama ini dijadikan 

penyusun sebagai jembatan pemikiran yang akan menghubungkan kepada 

pembahasan selanjutnya yang lebih rinci. 

 Adapun bab kedua dalam skripsi ini berisi pembahasan, yaitu mengenai 

tinjauan umum tentang perkawinan di Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan 

konsep wali nikah, yaitu tentang pengertian wali nikah menurut fikih, KHI, dan 
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UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya tentang status hukum dan 

kenasaban bagi anak dalam Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia. 

 Pada bab ketiga penelitian ini akan menyinggung sedikit tentang gambaran 

umum mengenai kondisi geografis, demografis dan keagamaan di Kabupaten 

Bantul, kemudian akan diurai tentang sejarah, tugas & fungsi, kewenangan, 

struktur organisasi dalam KUA secara umum dan data serta pandangan pegawai 

KUA di Kabupaten Bantul tentang kedudukan anak hasil kawin hamil. 

 Selanjutnya, pada bab keempat dari penelitian ini menjelaskan tentang 

analisis praktik penetapan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil baik itu yang 

lahir kurang dari enam bulan perkawinan orangtuanya atau lebih di instasi KUA 

Kabupaten Bantul. Kemudian menganalisa faktor apa saja yang mempengaruhi 

pertimbangan kepala KUA dalam menetapkan wali nikah bagi anak tersebut; 

 Kemudian bab kelima, merupakan bagian akhir atau penutup yang berisi 

kesimpulan dari kajian yang telah dilakukan dan saran-saran yang perlu 

disampaikan terkait dengan kajian-kajian yang perlu diteruskan oleh peneliti-

peneliti berikutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pertama, Anak perempuan hasil dari kawin hamil merupakan anak yang 

dilahirkan dalam ikatan perkawinan sah namun akad nikahnya dilakukan setelah 

terjadinya kehamilan atau biasa disebut kawin hamil. Merujuk pada ketentuan 

fikih, menyebutkan bahwa anak hasil zina hanya dapat dinasabkan kepada ibunya 

saja, adapun menurut ketentuan undang-undang perkawinan dan KHI, bahwa anak 

yang lahir diluar perkawinan atau yang diingkari keabsahannya oleh suami dari 

ibunya hanya dapat bernasab dengan ibu. Berdasarkan dua rujukan tersebut, status 

anak hasil dari kawin hamil ditinjau dari prosesnya termasuk kategori anak hasil 

zina, karena pembuahan terjadi sebelum akad nikah, namun dari sudut pandang 

hukum positif anak hasil kawin hamil memiliki kedudukan yang sama dengan 

anak lainnya, karena dilahirkan dalam ikatan perkawinan. Penetapan wali nikah 

bagi anak hasil kawin hamil di KUA Kabupaten Bantul secara garis besar terdapat 

KUA yang menggunakan dasar KHI secara mutlak, ada pula yang 

menggabungkan KHI dengan fikih klasik, dan yang terakhir menggunakan 

pendekatan kompromi atau opsional. 

Kedua, perbedaan pendekatan dan rujukan dari KUA di Kabupaten Bantul 

dalam hal penetapan wali nikah bagi anak yang lahir kurang dari enam bulan 

didasarkan pada pertimbangan kemashlahatan yang ingin dicapai oleh masing-

masing KUA, yaitu keabsahan perkawinan sesuai dengan perundang-undangan 
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dan keabsahan menurut fikih. Bagi KUA yang merujuk hukum positif, 

penggunaan KHI sebagai pedoman memberikan kenyamanan bagi petugas 

melaksanakan tugasnya dan mewujudkan kepastian hukum. Sebaliknya, KUA 

yang tetap berpegang pada fikih menganggap KHI belum sepenuhnya tepat dan 

sempurna, sehingga untuk menutupi hal tersebut diperlukan penggalian hukum 

tersendiri yang bersumber dari fikih klasik. perbedaan cara pandang KUA 

dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan pegawai KUA dan juga kondisi 

masyarakat di wilayah hukum KUA, dapat diamati bahwa KUA yang condong 

pada fikih memiliki masyarakat tradisional yang kental dengan pemahaman fikih 

klasik dan merupakan basis pesantren. Sedangkan untuk wilayah yang maju dan 

masyarakatnya modern KUA menggunakan KHI secara mutlak. 

B. Saran 

Untuk pejabat yang terkait, Diperlukan pembaharuan hukum mengenai 

perkawinan islam di indonesia yang dapat mengakomodir permasalahan seperti 

tema pada penelitian ini, yaitu dengan menyempurnakan ketentuan dalam KHI 

yang saat ini dianggap kontroversial dan berlawanan dengan fikih mayoritas dan 

menjadikan KHI sebagai  ketentuan yang masuk dalam hierarki perundang-

undangan indonesia. Diperlukan payung hukum yang jelas mengenai teknis KUA 

dalam penetapan wali nikah anak hasil dari kawin hamil.   
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Pedoman Wawancara dalam Penelitian 

(Praktek penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil) 

 

1. Bagaimana pandangan KUA disini dalam memahami atau menfasirkan istilah 

"anak hasil kawin hamil"? 

2. Ada pendapat KUA tentang permasalahan batas minimal usia kehamilan? 

3. Bagaimana KUA memahami tentang salah satu ketentuan dalam KHI & UUP 

(pasal 99 KHI, pasal 42 UUP) tentang posisi anak sah dalam perkawinan dengan 

ketentuan "kawin hamil" yang terdapat dalam pasal 53 KHI? Apakah ketentuan 

tersebut dianggap berseberangan dengan fikih klasik? 

4. Bagaimana KUA memandang kedudukan dari anak perempuan yang lahir kurang 

dari enam bulan perkawinan orangtuanya? 

5. Pernahkah di KUA ini terjadi pernikahan dengan wali hakim bagi anak 

perempuan yang lahirnya kurang dari 6 bulan, baik itu dari penetapan kepala 

KUA ataupun inisiatif dan kesadaran dari walinya sendiri? 

6. Di KUA ini, adakah perbedaan pelayanan atau proses penetapan wali nikahnya 

bagi anak hasil kawin hamil dengan anak yang normal? 

7. Apa dasar/ landasan yang digunakan KUA dalam penetapan wali nikah bagi anak 

perempuan hasil kawin hamil? 

8. Adakah pertimbangan khusus atau alasan KUA dalam menetapkan wali nikah 

bagi anak yang lahir kurang dari enam bulan masa perkawinan? Mengapa harus 

menggunakan wali nasab? Atau mengapa harus dengan wali hakim? 

9. Ada KUA yang memiliki perbedaan dalam menetapkan kasus seperti ini, yaitu 

menetapkan wali hakim bagi anak yang dilahirkan kurang dari 6 bulan, bagaimana 

KUA disini menyikapi adanya perbedaan tersebut? 
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